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ABSTRACT

A phenomenon that occurs related modernization of tax administration is the
taxpayer still much less confidence in the tax officials for corruption and there are
suggestions of some of the elements that undermine confidence. Then of consciousness
taxpayer is a taxpayer still cynical and less trusting to kebedaraan taxes because it is still
the same as tribute, burdensome, often have difficulty payment and taxpayer compliance
are taxpayers who do not understand the tax system and administration system, so that
the taxpayer difficult to follow procedures which has existed.

This study aimed to analyze the influence of the Taxation Administration
Modernization and Compliance Awareness taxpayer against taxpayer on the Tax Office
(KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Based on the results of the calculation of the
average value of the respondents regarding the Tax Administration Modernization
included in the criteria for Good, for Consciousness Taxpayer included in the criteria Fair,
while the Taxpayer Compliance included in the criteria Good.

The survey results revealed that there is a fairly strong positive correlation
between the modernization of tax administration with taxpayer compliance, these results
indicate that the relationship between the modernization of tax administration with
taxpayer compliance is a significant relationship and there is also a low positive
correlation between awareness of taxpayers with taxpayer compliance.

Keywords: Tax Administration Modernization, Consciousness Taxpayer, Taxpayer
Compliance

I.  PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga
dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas secara langsung (Diaz Priantara, 2012:2).
Negara dalam konteksnya sebagai organisasi kekuasaan didalamnya terdapat suatu
mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia agar berbuat
atau bersikap sesuai kehendak negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat negara (Siti
Kurnia Rahayu, 2010:2). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan
negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk
salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (lda Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto,
2011:4).

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya
membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku,
persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia
karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan



tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan
negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi, 2013).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi
negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan
menimbulkan  keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan,
penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan
menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaraan dan kepatuhan
memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis
saja yang menyagkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan,
penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara
dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai
sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan dan sistem administrasi,
sehingga wajib pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada, dikarenakan kurangnya
informasi yang diperlukan dan kurangnya unit-unit khusus yang bertugas memberikan
informasi dan bantuan kepada wajib pajak, mengakibatkan wajib pajak tidak membayar
kewajiban pajaknya (tidak patuh) dan dampaknya banyak pihak beranggapan Dirjen Pajak,
tidak memenuhi target penerimaan pajak ( Agus Martowardojo, 2013).

Tahun 2012 tepat satu dekade Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan program
reformasi birokrasi atau disebut juga modernisasi perpajakan. Sejak tahun 2002 DJP telah
melakukan berbagai perubahan mendasar, mulai dari restrukturisasi organisasi sampai
dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam
administrasi perpajakan, sepuluh tahun bukan waktu yang sebentar dalam berbenah, tidak
terhitung banyaknya sumber daya yang telah dikeluarkan, dukungan dan kepercayaan
masyarakat penting untuk kelanjutan proses modernisasi ini kedepannya, Munculnya anjuran
dari beberapa elemen masyarakat untuk tidak membayar pajak menunjukkan bahwa
dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap DJP masih kecil, hal ini harus disikapi
dengan serius karena tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat satu dekade
modernisasi perpajakan akan kembali ke titik nol (Wahyu Agung Priyadi, 2012).

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk
mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya
perubahan paradigma perpajakan, Dimana ketentuan prosedur dan aktivitas perpajakan juga
terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi
masyarakat, Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara
peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan
infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem
informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, modernisasi sistem dilingkungan DJP bertujuan untuk
menerapkan Good Governance dan pelayanan prima, dengan memberikan pelayanan yang
prima dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan administrasi
perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Siti Kurnia
Rahayu, 2010:125).

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat
sebagaimana yang diharapkan, umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya
terhadap kebedaraan pajak karena masih sama dengan upeti, memberatkan,
pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan
bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya (Herry Susanto, 2012).
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami,
dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Manik Asri,
2009:137).

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan
kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, kesadaran
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wajib pajak merupakan Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan
negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang
sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara, mengetahui adanya
undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan
negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela,
menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar (Manik Asri, 2009). Berdasarkan
permasalahan-permasalahan dan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Modernisasi Administrasi perpajakan dan
Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Pandiangan (2007:43) definisi modernisasi administrasi perpajakan adalah
Modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax
compliance) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi
perpajakan yang tinggi, tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi dan Menurut
Siti Kurnia Rahayu (2010:125) definisi modernisasi administrasi perpajakan adalah Modernisasi
perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan
pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan.
Dimana ketentuan, prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan
pelayanan agar menjadi business friendly bagi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas
pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai
dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu
(TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem dilingkungan DJP
bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima. Dengan memberikan
pelayanan yang prima dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan
administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Dari kedua pengertian tersebut diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa Modernisasi
administrasi perpajakan adalah tercapainnya target penerimaan pajak, tercapainya perubahan
paradigma perpajakan, tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi,
tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi,
tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Dimana ketentuan, prosedur dan
aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business
friendly bagi masyarakat.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Manik Asri (2009:137 ) definisi kesadaran wajib pajak adalah Kesadaran wajib
pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui,memahami, dan melaksanakan
ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak
maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan” dan “Kesadaran wajib pajak adalah Kesadaran wajib pajak atas
fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan keberadaannya sebagai warga negara
yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan negara mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. memahami bahwa kewajiban perpajakan
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memahami fungsi pajak untuk
pembiayaan negara. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. Menghitung,
membayar, melaporkan pajak dengan benar. Dan definisi Kesadaran menurut Jatmiko (2006)
yang menyatakan bahwa Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti.
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Dari kedua pengertian tersebut diatas, Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib
pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak merasa sadar untuk membayar pajak,
mengatahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menghitung, membayar, melaporkan
pajak dengan suka rela. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. kesadaran
wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap instansi pajak.
Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban
perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut James et all dalam Timbul Hamonangan (2012:84) Secara sederhana definisi
kepatuhan adalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dan menurut
Gunadi (2009) Definisi kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan
pemenuhan kewajiban wajib pajak sesuai aturan tanpa suatu paksaan baik secara hukum
maupun administrasi, adanya peningkatan pelayanan yang memuakan bagi para wajib pajak
diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, kondisi sistem administrasi
perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan
tarif pajak. Patut disyukuri bahwa perkembangan perpajakan nasional kita mengarahnyaya
kepada sistem yang lebih baik malui kebijakan modernisasi perpajakan di semua lini birokrasi
dan sitem teknologi informasi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan
tingkat kepuasan wajib pajak ini dapat tercermin dalam ketepatan waktu menyampaikan SPT,
berkurangnya denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran wajib pajak (WP)
akan berimplikasi pada meningktanya kepatuhan membayar pajak dan penerimaan pajak. Untuk
mencapai target, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat
kesadaran da kepatuhan wajib pajak serupakan faktor penting bagi meningkatkan penrimaan
pajak.

2.3 Hipotesis
Menurut Sugiyono (2011:64)yang menjelaskan bahwa hipotesis adalah merupakan
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta — fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban
teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan
di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut :
a) : Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak
b) : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

lll.  Metodologi Penelitian
3.1 Metodologi Penelitian
Definisi metode penelitian Menurut Sugiyono (2011:2) Metode penelitian pada dasarnya
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,
dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan
untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif.
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Definisi Metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) Metode deskriptif adalah metode
yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki Dalam penelitian ini, metode deskritif digunakan untuk mengetahui
kondisi Modernisasi administrasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak
pada kantor pelayanan pajak.

Definisi Metode Verifikatif Menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29)
Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara
dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah
yang serupa dengan kehidupan. Penelitian ini dalam metode verifikatif dimaksudkan untuk
menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik apakah diterima atau ditolak.
Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X; dan X, terhadap Y yang diteliti,
sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang
diteliti.

3.1.1 Operasional Variabel

Definisi operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2008:57) Operasionalisasi
variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indicator
sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar
konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual
maka perlu dilakukan analisis faktor. Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini
yaitu :
1. Variabel Bebas (Independent Variabel) (x1 dan x2)
Definisi variabel bebas Menurut Sugiyono (2009:3) Variabel bebas adalah variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat).
2. Variabel Dependen (Y)
Definisi variabel dependen menurut Sugiyono (2009:39)Variabel dependen adalah variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu
Penelitian studi kepustakaan (Library Reseach) dan Lapangan (Field Research). Teknik
pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (LibraryResearch) yaitu untuk memperoleh data dengan cara
membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan
penelitian.

2. Studi Lapangan (Field Research) yaitu dengan mencari dan memperoleh data dari
perusahaan yang penulis teliti dengan cara :

a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui
tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan mengadakan pengamatan
secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk
membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan
untuk diisi oleh sejumlah responden. Untuk mendapatkan data yang diperoleh
bagi pencapaian sasaran penelitian ini maka digunakan pengukuran melalui
sejumlah kuesioner.



3.1.3 Metode Penarikan sampel

Definisi Populasi menurut Umi Narimawati (2008:161) Populasi adalah objek atau subjek
yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit
analisis penelitian.

Berdasarkan definisi Populasi diatas menerangkan bahwa pada penelitian ini adalah
Seluruh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan
Pajak Patama Bandung Cibeunying. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 109.000 yang
wajib melaporkan SPT tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak Patama Bandung Cibeunying
2015.

Definisi Sampel menurut Umi Narimawati (2010:38) Sampel adalah sebagian dari populasi
yang terpilih untuk menjadi unit pengamatan dalam penelitian.

Dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin Suliyanto (2006)
sebagai berikut :

N = N
1+ Ne?
Keterangan :
N = Jumlah Populasi
e = batas Kesalahan yang ditoleransi dalam penarikan sampel
n = Jumlah sampel (1%, 5 %, 10 %)

Seluruh jumlah Sampel dari penelitian ini yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar di Kantor pelayanan pajak Pratama Bandung Cibeunying 2015, dengan melakukan
penyebaran quesioner kepada 100 orang wajib pajak.

3.1.4 Metode Analisis
Dalam menganalisis penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Uji Validitas

Penguijian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data. Menurut Cooper dalam Umi Narimawati (2010:42), validitas adalah Validity is a

characteristic of measuraenment concerned with the extent that a test measures what the

researcher actually wishes to measure.

2. Uji Reabilitas
Menurut Sugiyono (2009:3) reliabiltas adalah Derajat konsistensi atau keajegan data dalam
interval waktu tertentu.

3. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh dari Pengaruh

Modernisasi Administrasi perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib

Pajak sehingga diperoleh kesimpulan. Menurut Umi Narimawati, dkk (2010:41) langkah-

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Setelah semua kuesioner terkumpul, data dipilih dan dikelompokkan menurut kelompok
variabel masing-masing, diteruskan dengan memberikan skor untuk jawaban dari setiap
item pertanyaan/pertanyaan yang diajukan.

b. Menyusun data yang sudah diberi skor ke dalam tabel (tabulasi data).

c. Dihitung besarnya tingkat variabel laten dengan melihat jumlah total skor jawaban
variabel laten (skor aktual) yang dibandingkan dengan skor tertinggi yang dicapai
dikalikan dengan jumlah responden (skor ideal). Skor aktual adalah jawaban seluruh
responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi
atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

d. Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa analisis verifikatif adalah Metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
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kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis
Verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji Model
Persamaan Struktural (Structural Equation Modeling/SEM) dengan metode alternatif partial
least square (PLS) menggunakan software SmartPLS 2.0.

e. SEM Partial Least Square (PLS)

Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji persamaan
strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS)
menggunakan software SmartPLS 2.0. Pendekatan PLS memiliki beberapa
karaketristik yaitu seperti yang dikutip oleh Nils Urbach (2010:12) pertama memiliki distribusi
bebas, tidak ada asumsi mengenai bentuk distribusi variable yang akan diukur. Menurut
Fornell and Bookstein (1982) yang dikutip oleh Nils bahwa PLS tidak akan menghasilkan
solusi yang tidak dapat diterima atau mendapat faktor ketidakpastian. Selain itu, dalam
kondisi tertetntu dapat bekerja atau diolah dengan ukuran sampel yang relatif kecil (Cassel et
al. 1999). dikatakan model analisis PLS merupakan pengembangan dari model analisis jalur,
adapun beberapa kelebihan yang didapat jika menggunakan model analisis PLS yaitu data
tidak harus berdistribusi tertentu, model tidak harus berdasarkan pada teori dan adanya
indeterminancy, dan jumlah sampel yang kecil.

Penulis menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat
diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (variable manifest), serta secara bersama-
sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (error). Sehingga penulis dapat menganalisis
secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat
dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Uji validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu
kuesioner dikatakan sahih atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan
sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang
lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur Modernisasi Administrasi
Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien validitas
yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3, sehingga seluruh
pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kriteria good dan acceptable.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan dan konsistensi alat ukur
penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur penelitian digunakan
tehnik Split Half. Suatu konstruk (variabel) dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas
yang lebih besar dengan 0,7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa ketiga
variabel yang digunakan memiliki nilai Split Half yang lebih besar dari titik kritis yang
direkomendasikan yakni sebesar 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan
dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian sudah teruiji
kesahihan, keandalan serta konsistensinya sehingga seluruh pernyataan layak digunakan
sebagai alat ukur penelitian.

4.1.2 Analisis Deskriptif
1. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk modernisasi administrasi perpajakan
adalah sebesar 70,36% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada pada interval
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persentase antara 68,01%-84%. Hasil tersebut menunjukan bahwa modernisasi administrasi
perpajakan di KPP Pratama Cibeunying sudah dilaksanakan dengan baik.
2.Kesadaran Wajib Pajak

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk kesadaran wajib pajak adalah sebesar
67,72% dan termasuk dalam kriteria cukup dikarenakan ada pada interval persentase antara
52,01%-68%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Bandung Cibeunying memiliki kesadaran yang cukup terhadap kewajiban perpajakan itu sendiri
3. Kepatuhan Wajib Pakak

Secara keseluruhan nilai persentase skor untuk kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar
69,96% dan termasuk dalam kriteria baik dikarenakan berada pada interval persentase antara
68,01%-84%. Hasil tersebut menunjukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Cibeunying memiliki kepatuhan yang baik terhadap kewajiban perpajaknnya.

4.1.3 Analisis Verifikatif

1. Nilai korelasi yang diperoleh antara modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan
wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung
cibeunying adalah sebesar 0,426 dan termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat
(moderate correlation) berada pada interval korelasi antara 0,40-0,699. Koefisien korelasi
bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah
searah, artinya semakin baik modernisasi administrasi perpajakan, maka semakin baik pula
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung cibeunying.
Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara
modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai thwung Yang
diperoleh adalah sebesar 4,856 lebih besar dari nilai tys yang direkomendasikan yakni
sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara modernisasi
administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.

2. Koefisien korelasi yang diperoleh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib
pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung cibeunying
adalah sebesar 0,261 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah (low correlation)
berada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang
menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik
kesadaran wajib pajak, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut
menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang rendah antara kesadaran wajib pajak
dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung
cibeunying. Nilai thwng Yang diperoleh adalah sebesar 2,565 lebih besar dari nilai tyiis yang
direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan antara
kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.

3. Modernisasi administrasi perpajakan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 16,9%
terhadap kepatuhan wajib pajak dengan rincian sebesar 15,8% merupakan pengaruh
langsung dan 1,1% merupakan pengaruh tidak langsung melalui kesadaran wajib pajak. Hal
tersebut menunjukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh
sebesar 16,9% terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 5,4% terhadap kepatuhan wajib pajak
dengan rincian 4,3% merupakan pengaruh langsung dan 1,1% merupakan pengaruh secara
tidak langsung melalui modernisasi administrasi perpajakan. Hal tersebut menunjukan bahwa
kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 5,4% terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2 Pembahasan
4.1.1 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan (X;) terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan
memberikan pengaruh sebesar 16,9% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan
bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dengan nilai tywng Yang diperoleh adalah sebesar 4,856 lebih besar dari nilai twiis yang
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direkomendasikan yakni sebesar 1,645 yang hasilnya tersebut menunjukan bahwa hubungan
yang terjadi antara modernisasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak
merupakan hubungan yang signifikan, hal tersebut menunjukan bahwa yang artinya semakin
baik modernisasi administrasi perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

DJP telah melakukan berbagai perubahan mendasar, mulai dari restrukturisasi
organisasi sampai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi
informasi dalam administrasi perpajakan. Penyebab modernisasi administrasi perpajakan
direformasi yaitu untuk megubah citra petugas pajak dengan membuat perubahan pada struktur
organisasi dan sumber daya manusia supaya fenomena ketidak percayaan wajib pajak terhadap
petugas pajak tidak terjadi kembali.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang
menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu rencana untuk
tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi, tercapainya tingkat
kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, tercapainya tingkat
produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Pandiangan, 2007:122). Modernisasi perpajakan yang
dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata,
juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan, Dimana
ketentuan prosedur dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan
agar menjadi business friendly bagi masyarakat, Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat
dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang
perpajakan, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat
produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:125).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi tingkat pengaruh
Modernisasi Administrasi perpajakan maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan
semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kemudian indikator terendah
adalah Perubahan dari sektor pegawai pajak khususnya dari tingkat kepercayaan wajib pajak
terhadap petugas pajak dilihat dari perubahan sumber daya manusia dan stuktur organisasi yang
telah dilakukan oleh DJP, hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya wajib pajak yang kurang
percaya terhadap petugas pajak walaupun setelah perubahan sumber daya manusia yang
dilakukan oleh DJP. Itu menunjukan bahwa apa yang dialakukan oleh DJP atau Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying belum sepenuhnya memberikan pengaruh
terhadap pemahaman dan kepercayaan wajib pajak itu sendiri.

Sehingga saran yang baik untuk dilakukan oleh DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Bandung Cibeunying yaitu DJP atau KPP harus lebih selektif dalam merekrut pegawai
pajak supaya tingkat kepercayaan wajib pajak tidak kembali pada titik terendah dan harus lebih
meyakinkan wajib pajak bahwa perubahan yang dilakukan DJP adalah untuk meningkatkan
penerimaan pajak itu sendiri, karena tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat satu dekade
modernisasi administrasi perpajakan akan kembali ke titik nol, dukungan dan kepercayaan
masyarakat penting untuk kelanjutan proses modernisasi administrasi perpajakan. Hasil
penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Widi Widodo (2010:98).

4.1.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X,) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan
memberikan pengaruh sebesar 5,4% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan
bahwa Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan
Nilai tiwung Yang diperoleh adalah sebesar 2,565 lebih besar dari nilai t.iis yang direkomendasikan
yakni sebesar 1,645. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak
dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan, hal tersebut menunjukan
bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib
pajak.

Sedangkan yang seharusnya Sikap kesadaran wajib pajak yang tinggi mengenai
pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi masyarakat dan dalam mengajukan
pembangunan daerah maupun pembangunan secara meyeluruh dapat mendorong seseorang
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untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya.
Sehingga pajaknya dapat meningkat.

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang
menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak
mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.
Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban
perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Manik Asri, 2009:137),
selain itu Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
kesadaran wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran antara lain apabila mengetahui adanya
undang-undang dan ketentuan perpajakan dan mau memahaminya, mengetahui fungsi pajak,
untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu, dan
secara sukarela tanpa terpaksa (Suyatmin, 2006:87).

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib
pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kemudian indikator terendah adalah Menghitung,
membayar dan melaporkan pajak dengan benar, wajib pajak bisa Menghitung, membayar dan
melaporkan pajak dengan benar namun cara atau prosesnya yang menurut wajib pajak itu cukup
sulit. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya informasi, kurangnya petunjuk untuk
menghitung, membayar dan melaporkan pajak dan masih ada sebagian wajib pajak yang
menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan cara kolektif.

Wajib pajak yang sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu
menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara
mengetahui adanya ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku akan sadar dengan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sehingga saran yang baik untuk dilakukan oleh DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Bandung Cibeunying yaitu DJP atau KPP harus selalu memberikan penyuluhan kepada
wajib pajak tentang cara menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan
mengingatkan pada wajib pajak seberapa pentingnya membayar pajak dengan itu DJP pun
harus memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak percaya terhadap
pajak yang akan dibayarkanya. Sesuai dengan teori yang mendukung bahwa Kesadaran dan
kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam
pelaksanaannya(Priyantini, 2008:3) dan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai
warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74).

V Kesimpulan dan Saran
51 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
karena dari hasil penelitan bahwa artinya semakin baik modernisasi administrasi
perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cibeunying.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya
semakin baik kesadaran wajib pajak, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib
pajak. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara kesadaran
wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Cibeunying.
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai pengaruh modernisasi
admintrasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan
Pajak( KPP) Pratama Bandung Cibeunying, maka peneliti memberikan saran sebagai bahan
pertimbangan dan dapat dijadikan masukan. Sebagai berikut :
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1. DJP atau KPP harus lebih selektif dalam merekrut pegawai pajak supaya tingkat
kepercayaan wajib pajak tidak kembali pada titik terendah dan harus lebih
meyakinkan wajib pajak bahwa perubahan yang dilakukan DJP adalah untuk
meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri, karena tanpa dukungan dan
kepercayaan masyarakat satu dekade modernisasi administrasi perpajakan akan
kembali ke titik nol.

2. DJP atau KPP harus selalu memberikan informasi terhadap wajib pajak tentang cara
menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar dan selalu
melakukan perubahan dalam segi pelayanan, pemanfaatan supaya apa yang wajib
pajak bayarkan , wajib pajak merasa puas dengan pelayanan dan kinerja petugas
pajak itu sendiri. Melakuakn perbaikan pada pelayanan yang baik terhadap wajib
pajak, agar wajib pajak percaya terhadap pajak yang akan dibayarkanya.
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LAMPIRAN
Tabel 1
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Modernisasi Administrasi Perpajakan
di KPP Pratama Bandung Cibeunying

. Indeks Skor Persentase N
No. Indikator AKtual Ideal Skor Kriteria
1 | Perubahan dari sektor 675 1000 67,50% Cukup
pegawai pajak
2 | Perubahan dari sektor 1084 1500 72,27% Baik
kualitas pelayanan pajak
Total 1759 2500 70,36% Baik
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Tabel 2

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak di KPP

Pratama Bandung Cibeunying

. Indeks Skor Persentase o
No. Indikator AKtual Ideal Skor Kriteria
1 |Menghitung, membayar dan 701 1000 70,10% Baik
melaporkan pajak dengan
sukarela
2 |Menghitung, membayar dan 992 1500 66,13% Cukup
melaporkan pajak dengan
benar
Total 1693 2500 67,72% Cukup
Tabel 3

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak di KPP

Pratama Bandung Cibeunying

. Indeks Skor Persentase o
No. Indikator Aktual ideal Skor Kriteria
1 |Kepatuhan Wajib pajak dalam 779 1000 77,90% Baik
mendaftarkan diri
2 |Kepatuhan dalam pembayaran 970 1500 64,67% Cukup
tunggakan pajak
Total 1749 2500 69,96% Baik

Gambar 1
Model Penelitian
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Gambar 2
Diagram Jalur Model Lengkap
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